BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARIJO
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI BAGIAN DESA DARI PEROLEHAN BAGIAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARIJO.

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARIJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Alokasi Bagian Desa dari Perolehan Bagian Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dacrah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



Menetapkan

2.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2006 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoatjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG ALOKASI BAGIAN DESA
DARI PEROLEHAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Alokasi bagian desa dari perolehan bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berasal dari bagi hasil perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Desa.

Pasal 2

(1) Bagian Desa dari perolehan Pajak Daerah diberikan kepada desa dengan
memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. .

(2) Bagian desa dari perolehan Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan
memperhatikan aspek pemerataan dan keterlibatan desa dalam pemberian
pelayanan.



3.

(3) Alokasi bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan
untuk 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).

Pasal 3

Penggunaan alokasi bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

Pasal 4
Besaran alokasi bagian desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2009
BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. WIN HENDRARSO
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN (0]
VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 15



